LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

PETATURAN DAFRAH KARUPATEN DAERAH TINGKAT ITI MACELANG
NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG
PENGELOLAAN PASAR~PASAR
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATL K.EPAIA DA.ERr#ﬂ{ TINGKAT IT mm

Menimbang : ae bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Dzerzh
. _Tlngkat TI Magelang:- Nomor 3 Tahun 1579
tanggal 22°Mei-1979 tentang Pengelcolaan
Pasar-pasar di Daerah Kabupsten Daerzh
Tingkat II Hagelang sebagaimana telahdi
ubah terakhir kali dengan Peraturan Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat IT Mage -
lang *Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 29 Sep
tember 1983 tentang Perubahan kedua ka
1i Peraturan Daerah Kabupaten Daerah -
_ Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1979
tentang Pengelolaan Pasar-pasar di Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage =
lang dipandang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dewasa ini ;

b. bahwa berhubung dergan hal tersebut dan
untuk mencapal efisiensi dalam pengelo
laan pasar-pasar di Wilayah Kabupaten
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Daerah Tingkat II Magelang, maka perlu
mengatur dan menetapkan Peraturan Dae
rah yang baru. o oy Y

Undang=undang Nomor 5 Tahun 1974, ten-
tang Pokok=pokok Pemerintahan di Daeran

Undang=undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. =
Peraturan Pemerintah Nemor 32 Tahun -
1950 tentang Pembentukan Dacrah-dzerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Ja
wa Tengah j

Undang-undang Nomor 12/Drt-/1957 tentans
Peraturan Umum Retribusi Daerzh ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6%
Tahun 1989 tentang Susunan Organisssi -
dan Tata Kerja Pasar Desa ; ..

Peraturan Daerah Kabupaten Deerah Ting
kat II Magelang Nomor 9 Tahun 1986 ten
tang Biaya Administrasi Parljlmn dan—
Rekomendasi ; b3

Peraturan paarnh Knbupat;an Daerah Ting
kat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 ten
tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di -
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang.

Dengan ﬁﬂrwt'ujuan Dewan i"ﬁrruakilan Rakyat  Daerah Ka

bupaten Daerah

Tingkat II Magelang.
MEMUTUSKAN

Menetapkan 't PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT
+s» 1 1T MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR- PA
SAR DI KABUPATEN DATI II MAGELANG.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daersh ini yang dimsksud dergan

a. Pomerintah Daerah ialash Pemerintah Kabupasten Deerah
Tingkat II Magelang ;

b. Bupati Kepala Dacrah ialsh Bupati Kepala Deerzh Ting
kat II Magelang ;

c. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah ialah Dewsan Perwskil-
an Rakyst Dacrah Kabupaten Daecrah Tingkat II Mage -
lang ;

d. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Lec =
rzh Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

e. Pasar ialah tempat bertemunya orang berjual  berang
dagangan atau jasa, melakukan ussha ateu mencari naf

kah ;

f. Pasar Daecrah ialah pasar yang didirikan dan stau a2
kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat II -

Mogelang ;
g+ Paser Desa ialah Pasar Swadaya Desa, yeitu paser
yarg keberadaannya bersifat histeris den tradisiomal

yang hidup, tumbuh dan berkembang di Desa dan atau -
paser yeng ditumbuh kembangken oleh Pemerintah Desa

yarg kewenangan dan pengurusennya berada di bawah -
den bertanggung jaweb kepada Pemerintah Desa j

h| Midik- (AR AR RN
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Penyidik umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam
Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang khusus oleh Undang=undang  untuk
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak
pidapa j

Penyidik ialah Pejabat Pegawai Negeri Sipil ter-
tentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang di
beri wewenang khusus oleh Undang=-undang urtuk me-
lakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Dacrah yang memuat ketentuan pidana j

Penyidik Umum/Penyidik ialah serangkaian tindakan
Penyidik Umum/ Penyidik dalam hal dan menurut czrz
yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari ser
ta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membu
at terang tentang tipdek pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya ;

Tempat Dasaran ialah bagian pasar yang terbuka -
(tidek beratap dan tidok berdinding) untuk menja
jakan atau menjual barang dagangan/ jasa, menjalan
kan usaha atau mencari nafkah ; _

Kios ialah Bagian pasar yang berupa bangunan ber
atap den berdinding yang dapat dibuka dan ditutup
yang dibuat oleh Pemerintah Daerah maupun pihak
lain, scsudah mendapat ijin Bupeti Kepala Daerah

yeng dapat digunaken untuk menjajokan, menghidong

kan, menawarkan dan menjual borang dagangan /jasa
menjalankan usgha, atqu mencari nafkah ;

Log ialsh bagien pasar yang berupa bangunan ber-
tap yang dipergunakan untuk menjajokan, menghi -
dangken atau menjual barang dagangan/jasa, menja
lankan usaha atau mencari nafkah ;

¢
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n. Tempat dasaran tetap adalah Los atau Kios atau Bagian
dari halaman yang ditempati/dipakai secara tetap oleh
sesecorang dalam waktu sesual yang ditentukan dalam -

ijin penempatan.;

0. Ijin penempatan/penggunaan ialah Ijin untuk menempati ‘
/menggunakan bagian Los atau Kios atau bagian dari ha
laman lingkungan Pasar.

p. Pasar hewan ialah pasar yang lebih dikhususkan untuk
hewan ;

Q. Parkir Pasar ialah Tempat pemberhentian kendaraan -

yang digunakan pengunjung pasar untuk memuat dan menu
runkan barang/orang yang menunjang kegiatan pasar ;

r. Wilayah pasar ialsh daerah r.ii_luar pagar Pasar radius
200 M dari pagar pasar '}

s. Pedagang tetap ialah Pedagang ya.g tercatat dalam daf
tar pedagang tetap dan mempunyai ijin penempatan disa
lah satu tempat dasaran Los/Kios pada pasar yang ber
sangkutan ;

t. Pedagang tidak tetap ialah Pedapang yang melakukan ju
al/beli barang/jasa dan tidak memerlukan tempat yang
'l‘retap-

u. Kareis Pasar ialah Bukti pembayaran Retribusi pasar -
yang diberikan kepada para pemakail fasilitas pasar ;

v. Retribusi Pasar ialah Pungutan oleh Pemerintah Daerah
yeng dikenakan pada para pedagang atau mercka yang me’
lekukan usaha/mencari nafkah di Pasar.

*  W. Kartu tanda penghuni ialah Kartu yang memuat nama dan

alamat penghuni sah los/kios/ruke yang berfungsi sebs
gai tanda bukti bahwa yang bersangkutan secara sah ..
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w. Kartu tanda penghuni ialah Kartu yang memuat nams dan
alamat penghuni sah J.ua/kicra/rukn yang berfungsi seba
gai tanda bukti bahwa yang bersangkutan secara sah -

. mempunyai hak untuk menempati los/kios/ruko di, Pasar

yang ditunjuk dalam kartu dimaksud.

BAB II
KETENTUAN IJIN PINEMPATAN / PENGGUNAAN

Pasal 2

(1) Tempat Daséran tetap yang dibangun olsh Pemerintzh ~
Daerah maupun Swadaya dapat digunakan/dftempati cleh
Pedagang setelah yang bersangkutan mendapatkan ijin
Ponempatan/Penggunaan dan Kartu Tanda Penghuni dari
Bupati Kepala Daerah yang mempunyai masa berlaiu 3 -
(tiga) Tahun untuk Los/Kios Swadaya dan 5 (limz) tz
hun untuk Los/Kios Pemerintah Daerah

(2) Pemegang Ijin harus menempati sendiri dasarannya, ke
cuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Fer
egturan Daerah ini. :

(3) Apabila Ijin Penempatan/Penggunaan telah habis masa
berlakunya, sedang pemegang ijin masih berkehendak -
untuk melanjutkan memperpanjang ijinnya, ia diwejib-
kan memberitahukan maksudnya kepada Bupati Kepala Da
ersh 3 (tiga) bulan scbelum habis masa ijimnya.

(4) Apabila Pemegarg Ijin Penempatan/Penggunaan  tidak
membayar retribusi bulanan 3 (tiga) kali berturut-tu
rut maka Ijin Penempatan/Penggunaan tidak berlaku la

gi dan dicabut, sedeng kepadanya masih diwajibkan me.

lunasi. retrubusi yang terhutang/belun dibayar.

n
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Pasal 3

(1) Apabila terdapat banyak pemohon atas suatu lokasi tem

(2)

(2)

pat Dasaran Tetap maka penetapan penghuninya dilaku-
kan dengan cara undian dimuka umum oleh Bupati Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;

Hari, Jam dan Tempat pengundian harus diumumkan seca
ra tertulis 5 (lima) x 24 jam sebelumnys dipapan tu-
lis/papan pengumuman pasar yang bersangkutan atau me
dia lain yang memungkinkan.

2]
o Pasal 4

1jin penempatan/penggunzan tempat dasaran tetap sebz-
gaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dzerzh -

ini berakhir apabila :

a. Atas permintaen sendiri;

b. Pemegang ijin meninggal dunia.

ce Dicabut haknya karena t:u'lak memenuhi ketentuan
yang berlakuj:

d. Telah habis mdsa barlakurwa;

e. Tanah dibutuhkan cleh Pemerintah.

Begi mereka yang habis masa berlakunya, dan tidsk me
ngajukan perpanjangan, harus mengosongkan tempatiya
dalam waktu 15 ( lima belas ) hari sejak diterimenya
surat perintah pengosongan tumpat dimaksud.

?ﬁaal 5

Pemegang 1jin penempatan / penggunaan dapat memindahkan
ijinnya kepada orang lain secara sukarela ataupun dengan
menggantikan uang, aatelﬂh memberitahukan kap&da petugas

yang ditunjuk.
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Pasal 6

KEepada p&makai baru selain d:i.kanakan biaya ijin dipungut
pula biaya pengalmhan / balik nema scbesar :

a. 5 (1lima) kali retribusi bulanan Los/Kios bagi pasar
yang buka tiap heri ;

b. 3 (tiga) kali retribusi bulanan Los / Kios bagi pasar
yang buka 2 hari untuk tiap—tiap 5 hari pesaran ;- . _

¢. 2 (dua) kali retribusi bulanan Los / Kios bagi pasar
yang buka 1 hari untuk tiap-tiap 5 hari pasaran.,

BAB. III.
KETENI'UAH RETRIBUST

I'asal v

(1) Untuk mendaﬁé:i:.kan ijin Penempatan/penggunaan sebagai
dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipu
ngut biaya sebagai berikut :

a. Los / Kios Pemerintah Daerah :

1. Bagi Pasar yang tiap~tiap hari dibuka untuk =
ber jualan sebesar 10 kali retribusi bulanan .
Loa/I{ins

2. Bagi Pasar yang dibuka 2 (dua) hari berjualan
setiap 5 (1ima) hari pasaran, sebesar 7 (tu-
juh) kali retribusi bulenan Los/Kios.

3« Bagi Pasar yang dibuka sehari berjualan untuk
setiap 5 (1lima) hari pasaran sebesar 4(empat)
kali retribusi bulanan Los/Kios ;
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b. Los/Kios Swadaya.

1. Bangunan Permanen sebesar 60 % dari tarip terse
but huruf a ;

2. Bengunan Semi permanen sebesar 50 % dari ttarif
tersebut huruf a j

3. Bangunan sementara sebesar 40 % dari trif terse
but huruf a.

(2) Untuk mendapatkan kartu tanda penghuni dimaksud Pasal ‘
2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipungut biaya sebe -
sar 1 (satu) kali retribusi bulanan ;

(3) Untuk mendapatkan perpanjangan ijin penempatan/pengzu
naan dan sekaligus kartu tanda penghuni dikenakan bia
ya sebesar 1 (satu) kali retribusi bulanan ;

(L) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasel ini
harus dibayar dimuka.

Pasal 8

(1) Kepada semua pedagang selaku pemegang Ijin Penempatan
/Penggunaan Tempat Dasaran Tetap dikenakan retribusi-

Pasar secara Bulanan j;

(2) Kepada mereka yang melakukan usaha ajau mencari naf-
kah serta pedagang tidak tetap dikenakan Retribusi Pa
sar secara harian ;

(3) Kepada mereka yang mempergunakan fasilitas pasar da-
pat pula dikenakan retribusi parkir ;

(4) Untuk semua jenis hewan yang diperdagangkan di Pasar
dikenakan retribusi hewan.
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Fasal ¢§
(1) Selein diltenalida Petvibusi paser _emeszig ijin
sencipaten [/ penggunsan tompat douaran teten -
Loz atau [ios Pemevintah Daserah dilcenal:an sewa
tanzh da.: sews bDengunar secara bulanan.

(2) Bagi Peacgoig ijin penenatan / “enggunsan da
caven tetay Loz / lios Swadaya sclain dilrena-
kaz Netribusi Pasar dl.\.& 1alf an zula sewa tanah
segara bulaﬁar g

(2) Deseriye seua tanah dan ceua baigwisn sebegoi-
mana dinsksud ayat (1) dan (2) pasel ini dia —
gtiur lebih lanjut dalam Feratura: Dagergh ter-
serdiri j - -

(L) Sesernmya tarip Retribusi Farkir sebagaimena di
maksud pasal € ayat (3) diatur delam Peraturan
Daerzh tersendiri. .

Pagal 10

Beser:;s terip ietribusi sebagsimena dimaksud Fasal
8 ayet (1), (z) dan (4) Peraturan Daereh ini adalch
sebagai berilut - -

E. ""Ili!l'll!i‘li_.lifl-!‘
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a. Besarnya tarip Ntetribusi Fasar.

P Ty T e T T T P PR TN Y R L R R e e

KELAS | KIOS/ | LOS / | HALAMAN 1
— — | BULAN | BULAM |  /DASARAS ! KETERANGAN
HARI-BUKA | DASAR I LOKASI | | AR | PER HARIAMR 1
2 . 8. 2 8 3 Y &4 o8 3 R 7
BUKA TIAP ! I ! 1 11,0501 900 ! 200 | Muntilen, Grebag,
HARY i ! 2 ! 900 ! 750 1 150 ! Talum,2Sarcbudur,
i ! 3 1 7% 1! 600 ! 100 ! Salaman. =
! e e
1 II ! 1 ! 900 ! 750 ! 150 ! Secang, 3andongan e
! i 2 | 7501 600 ! 100 ! Tempuran, Mungkid
I ! 3 & B0DY 450 1| 50 | Tanjunganon, Salam
i ! | ] i Krinjing.
BUEA DU : I ! 1 I 901 75 | 200 ! Kaliangkrik,
! ! 2 ! 750 | 600 | 150 ! Ngablak, Kaponan
! ! 2 1 6001 450 | 100 !
1, —-
1 B I % 750 1 600 | 150 !
! ! 2 1 6001 45O | 100 ! Windusari.
! I3 1 4501 200 | 50 !

—
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1.7 3 0°Fr 5 . Kk 1 5 2 I 7 R
BUKA SATU ! I 1 1 ! ggg I 600 1| 200 ! Ps. Hun. Grzbag
KALI TIAP | 1 2 1 I L4L50 | 150 ! Ps. Hwn. Muntilan
LIMA HARI ! ! 3 ! 450 ! 300 ! 100 ! Ps. Hun, Mertoyudan
PASARAN  » 1 1 1 600 ! 45 1 1% ! Pager Gunung
1 ! 2 t 45 -1 300 ! 100 1
! ! 3 1 300 ! 15 ! 50 i
e e e e e e e e s N T S e e e ST ST TS S S e
b. Besarnya Tarip Retribusi Hewan. E
NOMOR ! JENIS HEWAN | TARIP / EKOR ! KETERANGAN
1. ! Hewan Besar i Rp. 450,- ! Lembu, Kerbau, Kudz baik yang su
! ! ! dah/belum Dewasa. /
2. ! Hewan Kecil ! Rp. 250,~ | Kambi Domba baik yang sudah
' . e i ! b&lummﬁéwasa.
_ 3.t Iwen /Unggas ! Rp.. 50,- !

C. Setiep berang degengen bawaan / gendongan / pikulan dikenskan pungutan se-
suai dergen Tarip Retribusi halaman/ Dasaran.

Dipindai dengan CamScanner



[ 13 ]
Pasal 11

Bagi semua orang yang melakukan usaha berupa jual beli (te
tap/tidak tetap), pertukangan, industri jasa dan lain=lain
dalam batas Wilayah Pasar pada tanah milik/dikuasai Peme-
rintah Daerah dikenskan retribusi pesar tarip 1007 dan ta
nah buken milik Pemerintah Daerah dengan tarip 297 dari ta

tip retribusi kbos seperti tersebut dalam Pasal 10 Peratur
an Daerah ini. '

Pasal 12

(1) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
Pasal 8 ayat (1) berupa Surat Ketetapan Setoran Bulan
an (SKSB) sedang tanda bukti pembeyaran retribusi se
bagaimena dimeksud Pas2l 8 ayat (2) berupe karcas.

(2) Tanda bukti pembayaran ijin penanpatan/penggmﬂan S€
bagaimana dimaksud Pasal 2.ayat (1) Peraturan

ini ; -

(3) Bentuk ukuran dan warna karcis, ;Surat Pémberitahuon -
Pembayaran serta Surat Ketetapan Setoran Bulsnon di-
tentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

" BAB IV
LARANGAN DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 13
Tanpa Ijin Bupati Kepala Dacrah dilarang :

a, Memakai/menempeti tempat dasaran tetap Los atau menggu
nokan Kios untuk melakukan kegiatan jual beli,menjalan
kan useha atau mencari nafkah tanpa memiliki tanda ma

suk ateau tanda sebagoimana dimaksud Fasal 8 Paraturan-
Daerah ini ;

b. Memakai/menempati jalan masuk den keluar atau jalan
penghubung didalam Paser Daerah ;
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Hemakai/manamuati tenmpat pemberhentian selain dari tem
pat yoig telah disediakan untuk itu atsu telah menjadi
heknye ;
Hembawa ke deraan tidak bermotor atau kendaraan bermo
tor kedalam l'asar |
Melalkulen kegiatan meminjeinkan ucng dengan berbunga -
atau menarilkk keuntungan tanpa ijin yang sah
Hemekai,’mexmmpati atau menggunclien bagian-bagian Pager
Daersh untu: penginapan atau tempat tinggal ;
Memasuld.an atau mengelusrkan barang ke atau dari dalan
Iaser Dacrah tidak melelui jalen atsu pintu pasar |

Nelalukan sesuatu perbuatan dolam Pasar Daerah yang de
pat uengganggu ketertiban umum

Menimbun atau menyimpan barang dalam Pasar Daerzh le-
bih dari 1 (satu) ton kecuali pade lantei bawsh ;

Memzlai sebagel gudang stau tempat penimbunan barans
pada tempat yang bukan semestinya untuk itu-;
Eemperdagangkan barang-barang yang dapat membahayzi:an
keselanatan umum didalam Pasar Daerzh ; _
lienjalailien usahs dan atau mempergunskan api dalam P=
sci* Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran, kecuzli
untuk seledar keperluan memasak makesnan ;

der jualen diluar lokasi pesar Daerah dalam jarak 200-
meter dari batas pagar pasar daerah, kecuali ditempat
Jenjualan tetap yeng telah mendapat ijin dari Bupati
Kepala Daerah,

Pagal 14

(1) Lemua penyinpongen—penyimpangan deri ketentuan Pexre

turan Daerah ini adalah pel-nggaran ;

(2) Darang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentu-

an-ketentuen Pasal 3 Peraturan Daerah ini, di encan
dergan pidanc kurungan selama=lemenya 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi~tingginya ip, 50,000, (lima pu
luh ribu rupieh).

)

.“\
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2AD Y
KETEITUAS PRFY IDIKAN
Pasal 1)

Selain oleh Pejabat lenyidik Umum, Fenyidikan atas tindak
pidana sebaghimana dimalisud T'asal 14 Peraturan Daersh ind

d:.laiml_an oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sizil di-
lingkungen Femerintsh Daerah yang pengangkatamnya ditetapn
ken sesuai dengan Peraturan Perundeng-undangan yg verlaliu

Pasal 16

Dalan melaksanskan tugas penyidikan, para sejebat sebzgai
mana dimaksud l'asal 15 Peraturan Daerah ini, berwenang ¥

a. Menerima laporan atau.pengaduan dari seseorang tentang
adznya tindak pldang -

b. Melalukan tindakan ;ertema pada'saat itu ditempet keje
dian dan melalcukan pemeriksaan

c¢. Menyuruh berhenti seseobang tersangia dan memeriksa -
tandz pengenal diri tersangka ; |

d. lielekukan penyitaan bléhda don atau surat-surat ;
e. llengambil sidik jari dap memotret seseorang ;

f. Hemonggil orang wituk didengar den diperikss sebogai -
tercangka atau saksi |

‘“g. Mendatangien orang ahli yarg dipeclukan dalam hubungan
* ‘nya dengen hemerilcsaan! parkara 4
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h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan ;

i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petun juk

dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup buk

ti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikon demi hukum,

Jo Membuat berita acara atas peloksanaan dan  hasil

penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada Pe
n:fidik Umum.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam Lingkungan Pasar tidak dibenarkan adanya punsut
an lain terhadap pemakai jasa pasar kecuali pungutan
retribusi Pasar atau pungutan lain tersebut telzh din
tur dengan Peraturan Daerah.

Fasal 18

(1) Pengelolaan dan Peleksanaan pemungutan Retribusi
pasar daerah dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah
Cq. Dinas Pendapatan Daerah, sedang pelaoksancan-
sehari~hari discrahkan kepada Kepela Pasar ;

(2) Kepala Pasar berkewajiban mengatur ketertiben den
menjoga keamanan dalam Pasar Daerah ;

(3) Pembontu Bendahara Khusus Penerima wajib menyetor
kan seluruh hasil pungutan ke Kas Daorah selambat
-lambatnya 2 (dua) x 24 Jam sctelah tanggal pene-

rimaan.

L

®
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Pasal 19

(1) Dari Pasar yang dikelola oleh Desa, Pemerintah Dae
rah berhak menerima 20% (dua puluh perseratus) da
ri pendapatan kotor pasar tersebut ;

(2) Pemerintah Dacrah berhak mengadakan pengawasan dan
pembinaan torhadap pasar desa scbagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini .

Pasal 20

Bagi Desa yang di Wilayahnya terdapat Pasar Daerah, De
sa berhak menerima 20% (dua puluh perseratus) dari pen
dapatan bersih Pasar Daerah setiap tahunnya.

Pasal 21

Pengelolaan Pasar bukan oleh Pemerintah Daerzh atau De
sa/kalurahan.tidak dibenarkan.

BAB VII
PENUTUP

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lan
jut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 23

(1) Perzturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundang-
kan.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini meka Pera-
turan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 3 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Pasar-pasar
di Kabupaten Dati II Magelang serta Perda Kabupa -
ten Dati II Magelang Nomor 9 Tahun 1992 tentang
kartu Tanda Penghuni Los/Kios/Ruko di Wilayah Kabu
paten Daerah Tingkat II elang.

Dipindai dengan CamScanner
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Agar setiap arang mengetahuinya memerintahkan pengundang’
an Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lem
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelarng.

Kota Mungkid, 19 Februari 1993

D.P.R.D. BUPATI KEFALA DAIRAH TINGKAT II
KABUPATEN DATI II MAGELANG MAGELANG w»
KETUA
Lid S ttd
SOEGIHARDJO MOHAMAD SOLIHIN

J-.

DIGSAHK JL N .-
Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tlrgkat. I
Jawa Tengah .

Tanggal 7 Maret 1994, Nomor. 188.3/91/199%4

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa 'Tengah

Pj. Kepala Biro Hukum o o
t td

SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I
NIP, 010 088 157

Dipindai dengan CamScanner
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‘ Diundangkan dalam Lenbaran Daerah
& Diundangkan dalam Lembaran Daerah

i Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 4 Tahun 1994, Tanggal 14 Maret 1974
Serie D j Nomor 3

. RS (T Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. TJUK SUSILO
NIP. 010 057 057 .

Dipindai dengan CamScanner
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PENJELASAN

| ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 1993

TENTANG.
FENGELOLAAN PASAR - PASAR
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG, "
PENJELASAN UMUM.

Ieratiran Daerah ini dibuat disamping untuk mengganti
Peraturan Dacrah yang telah ada sebelumnya yaitu Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun
1983 tentang Perubahan yang Kedua kali Peraturan Deerzh Kz
bupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1979 ten
tang Pengelolaan Pasar-pasar di Kabupaten Daerah Tingkat-
II Magelang bermaksud pula untuk memberikan landasan hukum
bagi Perangkat Femerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Mzgze
lang dalam rangka untuk lebih meningkotkan pembinaan pensa
wasan serta intcnsifikasi Pendapatan Daerah atas Retribusi

Fasar.

FPada hakeketnya disatu sisi pembangunan merupckon sus
tu keharusan oleh karena itu dituntut tersedianys dana -.
yang cukup besar. Sedangkan dilain sisi mesih cukup benyek
bentuk pemberian pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Salah satu sumber pendapatan dacrah yang cukup besar
kontribusinya terhadap Feningkatan Fendapatan Asli Dacreh
sendiri adalah Retribusi Pasar ole¢h karena itu perlu pena-
taan lecbih lanjut.,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangon tersebut meka
disusunlah Peraturan Da.rah ini.

Dipindai dengan CamScanner
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11. PENJELASAN ‘FASAL DEMI PASAL. -
“Pagdl § oM {‘Gu&up_jelﬁs.
Fasal 2 ! cukup jelas.
Pasal 3 :+ Cukup jelase
Pasal 4 . ¢+ Cukup Jjelas...
Pasal 5 + Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas. |
Pasal 7 ayat (1) ¢ Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2).

Pasal 7 ayat
Pasal 7 aggt EE;

Fasal 7

Fasal 8

Pasal 9 ayat (1)
ayat (2)
ayat (3)

aF =N

Ll

'fang dimaksud adzlah Perzturan Dze

rah Kabupaten Daerah Tingkat II la=

gelang Nomor 9 Tehun 1986 tangzal

21 Oktober 1986 tentang Bizyz Admi
- pistrasi ,erijinan dan reklame.

Cukup aalaa.
Cukup e}as.

Cukup jélaéQ

Cukup jelas.
Cukup Jelas.
Cukup jelas.

Yang dimaksud adalah Peraturan Dac
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Me
gelang Nomor 4 Tahun 1979 tentarg
Retribusi pemoakaian milik/yang di
kuasai Pemerintah Kabupaten Dacrah
Tingkat I1 Magelang dan Peraturan-
Dagrah Kabupaten Daerah Tingkat II
Magelang Nomor 5 Tahun 1979 ten -
tang Sewa Bangunan milik atau yang

dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Dagrah Tingkat II Magalang.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 9 ayat (4) 1 Yang dimaksud adalah Peraturan Dagrah

Paszal 10

Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15

Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18

Kabupaton Daerah Tingkat II Magelang
Nomor:' 7 Tahun 1980 tentang Retribusi
Parkir ditepi sepanjanpg jalan dalam
Kota dan Tempat Umum dalam Wilayah /
Daerah yang menjadi wewenang Pemerin
tah Kabupatén Daerah Tingkat IL. Mage
lang yang telah dirubah untuk yarg -

pertama kali dengan Peraturan Daerzh Q

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 3 Tahun 1986.

* + Yang dimaksud dengan lokasi dalam ke

tentuan tarip retribusi ini adalah
pembagian letak berjualan dalam Kigs/
‘Los/! Halﬂman/ Dasaran dilingkunsan Pa-
sar dengan pertimbangan keadaan strz
tegis/tidak strategisnya tempat dimck
sud, dengan demikian besar/kecilny= -
tarip disesuaiken keadaan.

¢ Cukup jelas.
¢ Cukup jelas.

+ Cukup Jelah.
: Cukup jelas.

t Cukup jelas.

¢ Cukup jelas.
: ﬁﬁkup Jjelas.

Dipindai dengan CamScanner

: Cukup, jelas. | L
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
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Cukup jelas.
Cukup Jjelas.

Cukup Jjelas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.

FIEIEIEICICICICIE]

Dipindai dengan CamScanner



